
 

 

BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016  

TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN 

DI KABUPATEN TABANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TABANAN 

 

Menimbang 
 

: a bahwa untuk meningkatkan dan membantu 

pemasaran produk-produk UMKM dan Bumdes yang 

ada di Kabupaten Tabanan maka Peraturan Bupati 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penataan Toko Swalayan perlu ditinjau kembali; 

 

  b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Tabanan; 

Mengingat  : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1655); 

 



  2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

  3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

 
  4 

 

 

 

 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

  5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan; 

  6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba; 

 

  7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba 

Untuk Jenis Usaha Toko Swalayan; 

 

  8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan); 

 

  9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);   

 

 

 

 

 



 

 MEMUTUSKAN : 

             

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 

2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN. 

 

                      Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 

Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan 

(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 

40), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 7 diubah dan 

ditambahkan satu angka yaitu angka 17, Pasal 1 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

      Pasal 1  

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 

Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 

Pemerintah Daerah. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) 

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Tabanan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Tabanan. 

 

 

 

  10 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016, 

Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabanan 

Nomor 1); 



6. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya 

disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala 

mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

7. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, 

baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip 

saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 

manguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah dengan usaha besar.  

8. Pembinaan adalah segala suatu tindakan yang 

berhubungan langsung  dengan perencanaan, penyusunan, 

pembangunan, pengembangan,  pengarahan, penggunaan 

serta pengendalian segala sesuatu secara berdayaguna dan 

berhasil guna. 

9. Pengawasan adalah merupakan fungsi yang menjamin 

bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti 

yang diinginkan. 

10. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang 

berbentuk minimarket, supermarket, department store, 

hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

11. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/ 

atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada 

penerima waralaba. 

12. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk 

memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang 

dimiliki pemberi waralaba. 

13. Propektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis 

dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan 

tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur 

organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar 

penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan 

penerima waralaba. 

 



14. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah Pelaku usaha 

yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan 

Managemen dan sistem Pendistri busian barang ke 

outlet/gerai yang merupakan jaringannya. 

15. Minimarket adalah toko swalayan yang menjual secara  

eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan 

/produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai 

penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi). 

16. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti 

pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi 

waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti 

pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba 

dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan 

setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai 

peraturan yang berlaku. 

17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa 

adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 3 

(1) Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha 

kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima 

waralaba atau pemasok barang/ atau jasa sepanjang 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemberi waralaba 

(2) Kemitraan waralaba memprioritaskan produk UMKM dan 

BUM Desa yang ada di Kabupaten Tabanan.  

(3) Dalam melakukan usaha pusat perbelanjaan dan Toko 

Swalayan dapat melakukan kemitraan berdasarkan 

perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak. 

(4) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling 

menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. 

(5) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia 

dan berdasarkan Hukum Indonesia. 



 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tabanan. 

 

 

       Ditetapkan di Tabanan 

       pada tanggal 31 Januari 2018 

                                                                BUPATI TABANAN, 

 

 

  

 NI PUTU EKA WIRYASTUTI 

 

 

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 31 Januari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN 

 

 

 

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 12 


